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ABSTRAK

Saat ini Indonesia sudah memasuki fase darurat narkoba, hal ini
dikarenakan semakin meningkatnya para pengguna narkotika di Indonesia. Dalam
survei yang dilakukan oleh BNN, pengguna narkotika saat ini kurang lebih 4 juta
orang dan kurang lebih 30% pengguna narkotika dari kalangan pelajar. Hampir
setiap hari kurang lebih 30 sampai 35 orang meninggal dunia akibat narkotika.
Indonesia dijadikan ladang oleh Bandar-bandar narkotika untuk mengedaran
narkotika yang mereka miliki. Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di
Indonesia dan merupakan kota pelajar. Hal ini dapat menjadikan Yogyakarta
sebagai sasaran para pengedar untuk menyebarkan narkotika tersebut ke para
pelajar di Yogyakarta. Perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan generasi
muda saat ini agar mereka yang belum terjerumus maupun yang sudah
menggunakan narkotika. Karena pada dasarnya Negara harus bisa melindungi
seluruh lapisan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan
data-data dari sumbernya serta melakukan pendekatan secara yuridis empiris yang
mana melihat kesesuaian dari data-data lapangan yang merupakan data primer
dengan bahan hukum sekunder yaitu peraturan, sedangkan metode analisis data
yang digunakan adalah deskriptif analitik yang mana untuk mengumpulkan dan
menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisa dari hasil data tersebut. Dalam
metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara
dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi narkotika
yang dilaksanakan olen BNNP DIY. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-
undang Narkotika sendiri bahwa rehabilitasi narkotika ini wajib bagi korban
penyalahguna dan pecandu narkotika. Rahabilitasi ini terdiri dari 2 macam yaitu
rehabilitasi medis dan sosial. Dalam pelaksanaannya mengacu dari peraturan-
peraturan yang dibuat oleh lembaga BNN, baik itu Peraturan Badan Narkotika
Nasional atau Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional. Asesemen juga
dilaksanakan secara terpadu dan kemudian dibantu oleh dari lembaga rehailtasi
yang ditunjuk melakukan rehabilitasi terhadap tersangka untuk menentukan
proses rencana terapi bagi pecandu. Pelaksanaan rehabilitasi juga sudah sesuai
dengan aturan-aturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana lembaga
rehabilitasi bekerja dan bagaimana BNNP DIY sudah berusaha untuk
menstadarisasikan lembaga-lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial
yang bekerja sama dengan BNNP DIY.

Kata kunci: Narkotika, Tersangka, Rehabilitasi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia sudah memasuki fase darurat narkoba, hal ini
dikarenakan semakin meningkatnya para pengguna narkotika di Indonesia.
Dalam survei yang dilakukan oleh BNN, pengguna narkotika saat ini
kurang lebih 4 juta orang dan kurang lebih 30% pengguna narkotika dari
kalangan pelajar. Hampir setiap hari kurang lebih 30 sampai 35 orang
meninggal dunia akibat narkotika. Indonesia dijadikan ladang oleh
Bandar-bandar narkotika untuk mengedaran narkotika yang mereka
miliki."> Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan
merupakan kota pelajar. Hal ini dapat menjadikan Yogyakarta sebagai
sasaran para pengedar untuk menyebarkan narkotika tersebut ke para
pelajar di Yogyakarta. Perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan
generasi muda saat ini agar mereka yang belum terjerumus maupun yang
sudah menggunakan narkotika. Karena pada dasarnya Negara harus bisa
melindungi seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan
sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi

Imiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para

thttps://bnn.go.id


https://bnn.go.id/

penderita tersebut. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang
bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan
pengembangan ilmu pengatahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika adalah
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 3

golongan yaitu, golongan I, golongan 11 dan golongan I11.2

Narkotika juga memiliki manfaat, namun apabila dipergunakan secara
tidak teratur menurut takaran/dosis dapat menjadi berbahaya bagi
kesehatan. Terlebih jika disertai degan peredaran gelap yang dapat
merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda yang
dapat menimbulkan bahaya lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai
budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan
nasional.®

Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 september
2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang
narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-

?Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2003), him. 40.



Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera
serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun
secara kualitatif terhadap peredaran dan penyelahgunaan narkotika.
Keberadaan UU yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan
tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk
kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, UU Nomor 35
Tahun 2009 tentang narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum
dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu
pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika.* Penegakan hukum terhadap tindak pidana
narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah
banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya
upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika
semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika
tersebut.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara
pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti

* Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2012), him. 83.

® 0.C. Kaligis & Associates, Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum
Pidana Melalui Perundang dan peradilan, (Bandung: Alumni, 2002), him. 260.



atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut

ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:®

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu
Narkotika; atau

b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan
menjalanai pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika
Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan
tindak pidana Narkotika.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan
sebagai masa menjalani hukuman.

Dan pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

1. Setiap Penyalah Guna :

a. Narkotika Golongan | bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun.

® Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103.



2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim
wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,
Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial.

Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika selain
sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri.
Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam
memutus perkara narkotika. Namun rumusan tersebut tidak efektif dalam
kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir
dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang
termaksud dalam undang-undang tersebut. Undang-undang yang pertama kali
mengatur tentang Narkotika adalah UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Setelah undang-undang narkotika berjalan hampir selama 12 tahun, pada
tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI
no.7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengidilan tinggi di
seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi
dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban
penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dan Surat Edaran Mahkamah



Agung nomor 07 tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini
merupakan suatu langkah maju di dalam membangun penghentian
kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi
adalah proses perubahan penilaian terhadap sejumlah perbuatan yang diancam
pidana menjadi perbuatan yang dipandang sebagai bukan kejahatan yang perlu
dipidana.’

Undang-Undang tentang narkotika dalam perkembangannya telah
diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika sendiri diatur di Pasal
54 UU No. 35 Tahun 2009 yakni:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib
menjalani rehabilitasi medis dan sosial.”®

Dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 b menyebutkan bahwa BNN memiliki tugas
untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat. Dan dalam pasal 3 a dan e menyebutkan bahwa BNN memiliki
fungsi sendiri untuk melakukan penyusunan dan perumusan kebijakan
nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif

” Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987),
him. 175

® Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54



lainnya yang selanjutnya disingkat dengan PAGN.? Berdasarkan uraian diatas,
penulis ingin melakukan penelitian dan analisa skripsi dengan judul
“Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi
DIY™.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka
dapat dirumuskan beberapa masalah untuk dikaji lebih rinci sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi pecandu narkotika

di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY?

2. Apakah pelaksannan rehabilitasi narkotika di Badan Narkotika

Naisonal Provinsi DIY sudah relevan dengan peraturan yang ada?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan tertuju pada dasar pemikiran maka

tujuan penulis melakukan penelitin ini adalah:

1) Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi pecandu
narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.

2) Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Badan
Narkotika Nasional Provinsi DIY sudah relevan dengan peraturan
yang ada atau belum.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

% Perpres No 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional



Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam peradaban
suatu keilmuan dan memberikan khazanah keilmuan dalam bidang
hukum. Khususnya mengenai proses penegakan rehabilitasi bagi
pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
b. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan
pengetahuan untuk penulis pada khususnya dan mengembangkan
pengetahuan masyarakat umum sehingga dapat diketahui secara benar
tentang prosedur dan proses penegakan bagi pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan
mengenai prosedur dan proses penegakan rahabilitasi bagi pecandu
dan korban penyalahgunaan narkotika bagi aparat dan masyarakat pada
umumnya.
D. Telaah Pustaka
Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah
ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-
penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:
Pertama skripsi karya Dola Yesriponnati, Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul

“Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba (Studi Empiris Di Rumah Sakit



Jiwa Grahasia Yogyakarta)”,' membahas tentang upaya rehabilitasi

narkotika, psikotropika dan zat adiktif dalam rumah sakit Grahasia
Yogyakarta yang merupakan salah satu instansi yang ditunjuk sebagai tempat
rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta.
Dalam kesimpulannya, skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan yang
dilakukan rumah sakit bagi korban narkotika serta kendala-kendala apa saja
yang dialami oleh pihak rumah sakit dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan
di RSJ Grahasia tersebut.

Kedua skripsi karya Farid Ashari, Fakultas Dakwah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul ‘“Pembinaan Korban
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) oleh
Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”,'"* membahas tentang
langkah-langakah yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dalam rangka
merehabilitasi para korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif. Serta menjelaskan bagaimana program perencanaan dan pelaksanaan
Dinas Sosial DIY untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adikitif.

Ketiga skripsi karya Jahid Hanafi, Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul

% Dola Yesriponnati, “Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba (Studi Empiris Di
Rumah Sakit Jiwa Grahasia Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

" Farid Ashari, “Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif (NAPZA) oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas
Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010



“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu
Narkotika (Studi Putusan Nomor: 402/PID.SUS/2011/PN.YK.)”,** membahas
mengenai analisa putusan hakim di pengadilan Yogyakarta. Dalam analisanya,
skripsi ini mendapatkan kesimpulan bahwa kententuan hukum bagi pecandu
tindak pidana narkotika ada 2 macam, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.
Sanksi pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang
tertuang dalam pasal 16, pasal 121, dan pasal 127. Sedangkan pidana tindakan
berupa kewajiban menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis atau
rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi ini tertuang dalam pasal 54
dan pasal 103.

Keempat skripsi karya Irfan Ardyan Nusanto, Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul
“Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Menangani
Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Institusi Penerima
Wajib Lapor DIY)”,™®> membahas tentang program wajib bagi pecandu dan
korban penyalahgunaan narkotika. Serta menjelaskan pelaksaan program
wajib lapor yang dilakukan institusi wajib lapor di DIY.

Dari beberapa karya ilmiah diatas, hampir memiliki tema yang sama

dengan tema penulis akan tetapi pokok bahanya jelas berbeda. Dimana

2 Jahid Hanafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana

Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor : 402/PID.SUS/2011/PN.YK.)”, Skripsi, Fakultas
Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

B3 Irfan Ardyan Nusanto, “Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor

Dalam Menangani Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Institusi Penerima
Wajib Lapor DIY)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2017
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penulisan skripsi ini lebih menekankan terhadap penegakan rehabilitasi yang
dilakukan olenh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dimana dalam
beberapa karya ilmiah di atas sudah disinggung akan tetapi belum dijelaskan
secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis membahas penegakan
rehabilitasi serta peraturan perundang-undangan dalam memberikan
rehabilitasi kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika,
sehingga lebih fokus kepada kesesuaian antara penegakan rehabilitasi dan
peraturan perundang-undangannya.
E. Kerangka Teoritik

Landasan teori berguna untuk memfokuskan isi bahasan agar tidak keluar
dari garis besar penelitian karena memiliki hubungan timbal balik dalam
pemikiran dan penelitian. Untuk menguraikan pemikiran secara logis dan
relevan untuk mampu menerangkan masalah beberapa diantaranya ialah :

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut

sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu,

hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu

yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan

efisiensi mejadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin

dengan hukum yang baik.**

Dalam rangka untuk memelihara norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat maka negaralah yang memiliki peran penting dalam

Y RE.Baringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, (Jakarta: Pusat kajian
Reformasi, 2001), him. 5
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pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian daripada
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.’® Membicarakan
penegakkan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan
ditegakkan. Membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan
pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan
kejelasan mengenai proses penegakkan hukum, perlu dikaji persoalannya.
2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk
mengalir hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing
subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan
mendapat haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek
hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan
atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum yang bertujuan
menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula
bersendikan pada keadilan yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.*®

Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.!” Begitu
pula pelaksanaan terhadap hukum ini harus sejalan dengan konsep negara

yang tidak lain merupakan aspirasi bersama rakyat, perlindungan hukum

> Moeljatno, Azaz-azaz Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1985),him. 1

6 C.S.T Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pusaka, 1989), him. 41

7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), (Yogyakarta: Liberty,
1991), him. 134
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bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan
oleh setiap negara hukum. Karena bagaimanapun juga setiap warga negara
memiliki hak-hak sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat
keberadaaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan di
lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.’® Makin
hebat suatu negara, maka akan semakin terlindungilah warga negaranya
dari segala bentuk kejahatan, tetapi jika semakin lemah suatu negara maka
makin rapuh pula perlindungan hukum atas warga negaranya.*®
3. Teori Perlindungan Korban

Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu:

a. Perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi
(berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan
hukum seseorang),

b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas
penderitaan /kerugian orang yang telah menjadi korban tindak
pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik

(rehabilitasi).

'8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 1.

9 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, (Pekanbaru: Refika
Aditama, 2011), him. 46.
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Pentingnya korban memperoleh perlindungan sebagai upaya
penyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, korban
kejahatan perlu dilindungi karena:*°

a. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan
yang melembaga, terjadinya kejahatan bermakna penghancuran
sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana
dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai
sarana pengembalian sistem kepercayaan,

b. Adanya instrumen kontak sosial dan solidaritas sosial karena
negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap
kejahatan yang melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi,
jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memperhatikan
kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan
pengaturan hak,

c. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu
tujuan pemidanaan atau penyelesaian konflik, dengan penyelesaian
konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu

yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam

2 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), him.161.
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menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang
hasilnya dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.** Agar mempermudah
dan mengarahkan penelitian yang dilakukan, maka penyusun menyajikan
beberapa hal terkait metode penelitian yang digunakan oleh penyusun di
antaranya:
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian
hukum empiris-normatif (applied law research) dimana pokok kajianya
adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara
faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Ringkasnya, penyusun
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penyusun
melakukan studi kasus yaitu penelitian langsung di Badan Narkotika
Nasional Provinsi DIY.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif - analisis yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan peran, hambatan, serta upaya-upaya yang
dilakukan oleh pelaksana.
3. Pengumpulan Data
Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita terperinci, analisis dan
interpretasi fenomena.?” Penyusun mengumpulkan data dengan cara:

a. Observasi

!Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk llmu-ilmu Sosial, (Jakarta:
Salemba Humanika, 2010), him. 3.

?2Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), him. 208.
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Observasi adalah suatu kegiatan mencari data dengan melihat,
mengamati dan mencermati objek dan perilaku yang dapat digunakan
untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
b. Wawancara
Wawancara dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk mendalami
lebih lanjut dan memperoleh data dan info sebanyak mungkin suatu
kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian. Wawancara adalah suatu
metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan
secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah
dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi.?
c. Dokumentasi
Pengambilan data melalui rekaman kejadian yang telah terjadi di masa
lalu yang ditulis atau dicetak yang dapat berupa anekdot, surat, buku
harian, dan dokumen dokumen.?*
4. Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat didapat dari sumber pertama

baik dari individu atau perorangan sepertti hasil wawancara atau

2 Joko Subagyo, Metode Pnelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Remaja Rosda
Karya,1993), him. 7.

21bid, him. 215.
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observasi.”> Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi

wawancara dan observasi yang dilakukam di Badan Narkotika

Nasional Provinsi DIY.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang

diambil dari studi kepustakaan.?® Sumber data dapat berupa:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

2) Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional,

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang
penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan
pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial.

Bahan hukum yang mendukung kajian teoritis berupa:

1) Buku-buku literature yang berkaitan dengan narkotika dan
rehabilitasi,

2) Karya llmiah (makalah, skripsi, tesis, jurnal, dan sejenisnya)
yang berkaitan dengan narkotika dan rehabilitasi,

3) Dokumen resmi.

#Rianto Adi, Metodologi penelitian sosial dan Hukum, (Jakarta: Grant, 2004), him. 70.

*®Maria SW, Sumardjono, Metodologi Penelitian llmu Hukum, (Yogyakarta: Universitas
Gajah Mada, 2004), him. 70.
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3) Sumber Data Tersier
Merupakam bahan hukum yang melengkapi sumber data primer
dan sekunder, misalnya kamus dan website di internet yang
membahas  tentang  rehabilitasi pecandu  dan  korban
penyalahgunaan narkotika.
5. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah Yuridis-Empiris.
Pendekatan yuridis empiris yaitu cara Yyang dipergunakan untuk
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih
dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian
terhadap data primer di lapangan.’’ Penggunaan dari metode yuridis
empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan
penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Badan Narkotika
Nasional Provinsi DIY terhadap asumsi atau anggapan dasar yang
dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini,
kemudian dilakukan pengujian secara induktif—verifikatif pada fakta.
Dalam penelitian ini juga digunakan metode pengambilan data secara
kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian dengan menekankan analisis

proses dari berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika

%" Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan
Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985 ), him. 52.

18



hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan

logika ilmiah.?® Penelitian kualitatif merujuk pada fenomenologi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis
domain (domain analsys) yaitu upaya penyusun untuk memperoleh
gambaran umum tentang data dalam menjawab fokus penelitian.

Selanjutnya penyusun juga akan menggunakan analisis tema kultural

(discovering cultural themes) dengan memahami gejala-gejala yang khas

dari analisis sebelumnya dengan mencoba mengumpulkan sekian banyak

tema, nilai yang ada dalam setiap domain.?
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penjabaran dan analisa terhadap
masalah yang diangkat dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan
pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap
bab mempunyai sub tema sebagai perincianya. Adapun sistematika
penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang
masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti,
rumusan masalah yang merupakan penegasan dan pembatasan masalah yang
terkandung dalam latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, telaah

pustaka yang menjelaskan tetang perbandingan kepenulisan terdahulu,

%|mam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitaif, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013),
HIm. 80.

Bbid, him. 210-212.
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kerangka teori yang merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan
sebagai analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti, metode
penelitian yang mencakup tentang pendekatan dan langkah-langkah penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tinjauan umum rehabilitasi pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika, meliputi pengaturan dan penguraian hal-hal yang
berkaitan dengan rehabilitas pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
yang berisikan tujuan tentang fase-fase penyelesaian perkara pidana, tinjauan
umum tentang rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan
tujuan umum tentang rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan
narkotika.

Bab tiga, berisikan penegakan rehabilitasi pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika yang berjalan serta pertimbangan pemberian
rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.

Bab empat, merupakan analisis penulis dan sinkronisasi data antara
Undang-undang dengan praktik penegakan rehabilitasi pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi
DIY serta faktor - faktor yang timbul dari padanya.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang mencakup
keseluruhan materi yang diuraikan oleh penyusun dari hasil penelitian.

Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNNP DIY merupakan amanah
dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Rehabilitasi ini wajib bagi korban penyalahgunaan narkotika dan
pecandu narkotika. Rehabilitasi narkotika ini terdiri dari 2 macam,
yaitu rehailitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam menindak lanjuti
hal tersebut, BNNP DIY bekerja sama dengan beberapa lembaga yang
bertugas untuk menentukan peran dari seseorang yang tertangkap
tangan atau ditangkap sebagai korban penyalahguna narkotika,
pecandu narkotika atau pengedar narkotika. Lembaga-lembaga tersebut
terdiri dari tim Dokter, Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian
Hukum dan HAM vyang kemudian disebut dengan Tim Asesmen
Terpadu. Setelah adanya asesmen dan dari hasil asesmen tersebut
menunjukan tersangka ini masuk dalam kategori pecandu atau korban
penyalahguna narkotika maka selanjutnya akan di rujuk ke lembaga
rehabilitasi. Dalam proses rujukan ke lembaga rehabilitasi ini, tim
asesmen melihat bagaimana kondisi medis dan psikis klien tersebut
apakah kecanduan berat atau ringan dan bagaimana latar belakang dari
klien tersebut. Klien juga akan di buatkan rencana rehabilitasi yang

dibuatkan oleh tim asesmen bersama dengan lembaga rehabilitasi yang
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di tunjuk sebagai tempat rujukan klien ini direhabilitasi. Hal ini
bertujuan agar terlaksana dengan baik proses rehabilitasi bagi klien
tersebut.

2. Dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika BNNP DIY sudah bekerja
semaksimal mungkin dan juga telah menerapkannya sesuai dengan
aturan yang ada. Meskipun ada hal yangbelum terlaksana dengan baik
karena adanya kendala dari klien itu sendiri. Namun untuk pelaksanaan
rehabilitasi di luar BNNP DIY, sudah terlaksana dengan baik. Hal ini
dapat dilihat dari kerja sama BNNP DIY dengan lembaga rehabilitasi
narkotika yang nantinya akan menjadi tempat rujukan bagi klien yang
dalam proses asesmennya di tangani oleh BNNP DIY. Lembaga
rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNNP DIY ini sebelumnya
sudah di standarisasikan oleh BNNP DIY dan di cek lebih lanjut oleh
BNN pusat apakah disetujui dan apakah sudah memenuhi kriteria-
kriteria yang ada untuk dijadikan tempat rujukan lembaga rehabilitasi
dari BNNP DIY. Standarisasi ini sudah dilaksanakan secara
menyeluruh se-Indonesia oleh BNN. Hal ini bertujuan untuk
memberikan jaminan Kinerja yang baik oleh lembaga rehabilitasi yang
tidak bekerja secara langsung di bawah naungan BNN namun hanya

melakukan kontrak kerja sama.

B. Saran

BNNP DIY dan juga pemerintah untuk kedepannya harus lebih

mendukung program rehabilitasi narkotika dan memberikan edukasi lebih soal
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rehabilitasi narkotika ini kepada masyarakat. Agar semakin meningkat rasa
kepercayaan dan kesadaran dari masyarakat terkait rehabilitasi narkotika. Dan
juga agar kedepannya tidak perlu lembaga rehabilitasi yang mencari klien
utnuk di rehabilitasi akan tetapi para klien yang mencari lembaga rehabilitasi

sehingga dapat menekan angka penggunaan narkotika di masyarakat.
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